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ABSTRAK

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara
akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi. Selain itu pula
PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada
tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif positif.
Sikap diam atau abainya Badan dan/atau Pejabat pemerintahan terhadap permohonan
badan atau seseorang dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kompetensi PTUN yang
baru lainnya terhadap keputusan Badan atau Pejabat pemerintahan yaitu Upaya
Administrasi. UUAP tidak hanya mengatur hukum materiil tetapi juga hukum formil
(acara). Untuk itu UUAP harus diubah hanya memuat hukum materiil saja dan perlu
adanya perubahan terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengakomodir
penegakan hukum materiil.

Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi, hukum materiil,
hukum formil.

ABSTRACT
In the context of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration the
competence of administrative court was not only the decision of the Administration but
also has the competence to judge the actions of Administration. In addition
administrative court also have competence to decide an application for assessment to
determine whether there are elements of authority abuse as well as the application for a
fictitious positive decision. However to determine the application for approval of a
person or body of civil law are not automatically, but must first be tested through
administrative courts. The Government's Administration Law regulates the material law
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and formal law. For the Government's Administration Law should be amended to load
any material law and the need for changes to the Administrative Law to accommodate
the enforcement of material law.

Keywords: administrative court, competence, material law, formal law.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka
dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”.

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungaan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”. !

Kompetensi lingkungan badan peradilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1). Peradilan umum adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan pidana dan perdata’ ; 2). Peradilan agama adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam 3; 3). Peradilan militer adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
tindak pidana militer* ; 4). Peradilan TUN adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa TUN®.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem
peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI

IKetentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas,
ditegaskan kembali dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Catatan tebal dari penulis menunjukan badan peradilan di Mahkamah Agung dalam
lingkungan peradilan tata usaha Negara yang menjadi objek kajian dalam disertasi ini adalah Pengadlan
Tata Usaha Negara disingkat PTUN.

2 pasal 25 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3 Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4 Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5 Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Rl Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dalam Pasal 47
mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem
peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara.® Kewenangan Pengadilan untuk menerima,
memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal
dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau
pokok sengketa. Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah
Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN) ialah Suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau
Badan Hukum Perdata,’ dan keputusan TUN yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud
Pasal 3 UU Peratun.®

Terbitnya Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, LN RI Tahun 2014 Nomor 292, TLN RI Nomor 5601 (UUAP)
merupakan hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara.® Namun dalam
Pasal-Pasalnya juga mengatur kompetensi PTUN.

Adanya perbedaan kompetensi PTUN pasca UUAP, perbedaan konsep-konsep
hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana
hukum acara yang belum terakomodir dalam UU Peratun, menimbulkan perbedaan
penanganan perkara oleh PTUN pasca UUAP. Selain itu, dalam Pasal 10 UUAP
memuat secara rinci Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai
pedoman Pejabat mengeluarkan keputusan atau tindakan Administrasi. Bagi hakim

6 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

" Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

8 pasal 3 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

9 lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

—A




Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : 135 - 154

AUPB menjadi alat uji terhadap keabsahan Keputusan atau tindakan Administrasi.
Hanya saja, dapat menimbulkan permasalahan karena telah termuat secara rinci dalam
UUAP, padahal asas dalam bentuk tidak tertulis.

Berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan
penelitian tentang bagaimana Kompetensi absolut PTUN dalam konteks UUAP.
Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, penggunaan dalam konteks bukan
berdasarkan, oleh karena UUAP bukan tentang Peradilan Tata Usaha Negara.°

Untuk itu, disertasi ini mengambil judul : Kompetensi Absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu utama disertasi ini adalah :

1. Apakah tepat rumusan Pasal 87 UUAP dimuat dalam ketentuan peralihan?

2. Bagaimana ruang lingkup kompetensi absolut PTUN dalam konteks UUAP ?

3. Bagaimana pengaturan AUPB dalam UUAP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada
bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang dihasilkan dari
peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, putusan pengadilan, majalah hukum,
kamus, artikel hukum baik hard copy maupun soft copy yang dimuat dalam web site.
Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjit! yang mengemukakan
penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data
sekunder.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu
peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945 dan seterusnya), hukum adat,
yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-

10 Philipus, M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30
Th 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun XXX, No. 358,
September, 2015, hal. 38

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Prss, 2004), hal. 13-14.
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undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum
tertier adalah bahan hukum yang memberkan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedia, indek
kumulatif, dan sebagainya. 12

Penulis menentukan pokok bahasan materi yang akan diteliti. Langkah pertama
menggunakan metode brain storming. Penulis berusaha menggali permasalahan dari
berbagai aspek. Kemudian merinci dan menyeleksi materi yang relevan untuk dibahas
dan menyusunnya dalam bentuk out line.

Penulis dalam disertasi mengemukakan 3 (tiga) isu hukum dan
mengembangkannya dilihat dari beberapa pendekatan. Dalam disertasi ini
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan sejarah (historical
approach).

Il. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap isu hukum tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh
hasil sebagai berikut :

A. Ketentuan Peralihan Dalam UUAP

Ketentuan Pasal 87 merupakan salah satu ketentuan peralihan yang terdapat di
dalam UUAP. Jika dibandingkan dengan elelemen-elemen pemaknaan Keputusan Tata
Usaha Negara yang tercantum di dalam Pasal 87 UUAP dengan elemen-elemen
Keputusan Tata Usaha Negara UU Peratun jelas adanya perbedaan sebagai berikut :

Elemen-Elemen KTUN Menurut Pasal 1 | Elemen-Elemen Pemaknaan KTUN
Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Menurut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014
a. Penetapan tertulis; a. Penetapan tertulis yang juga
b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat mencakup tindakan faktual.

Tata Usaha Negara; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat
c. Berisi tindakan hukum tata usaha Tata Usaha Negara di lingkungan

12 Lihat juga : Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, (Malang : Setara Press,
2013), hal. 69-70, Bahan hukum primer adalah semua aturan yang dibentuk, dan/atau dibuat secara resmi
oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan. Seluruh produk badan legislatif,
eksekutif, badan yudisial. Bahan hukum sekunder antara lain buku teks, laporan penelitian, jurnal hukum,
notulen, makalah, hasil seminar, bulletin, majalah hukum, danlainya. Bahan hukum tertier; bahan-bahan
yang termuat dalam kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, daftar pustaka, katalog-katalog penerbitan,
dan lainnya.
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Negara. eksekutif, legislatif, yudisial, dan
d. Berdasarkan peraturan perundang- penyelenggara Negara lainnya ;
undangan yang berlaku; c. Berdasarkan ketentuan perundang-
e. Bersifat konkret, individual, dan undangan dan AUPB,;
final; d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
f.  Menimbulkan akibat hukum bagi | e. Keputusan yang berpotensi
seseotang atau badan hukum perdata. menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga
Masyarakat.

Rumusan norma yang terdapat di dalam Pasal 87 UUAP yang merupakan
ketentuan peralihan telah memuat perubahan secara terselubung atas ketentuan norma di
dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun. Perubahan secara terselubung tidak dibenarkan
sesuai Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan di dalam angka 135 menentukan: Rumusan dalam
ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan
Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan
pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan atau
dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan kompetensi absolut PTUN yang
merupakan domain dari hukum acara yang harus dimuat dalam materi muatan yang
khusus, tidak dapat disisipkan dalam undang-undang termasuk undang-undang materil.
Seharusnya kompetensi absolut PTUN diatur dengan undang-undang. Adanya
perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 9 tidak
sesuai dengan amanah atau perintah Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI
tahun 1945. Seharusnya pengaturan lebih lanjut “dengan undang-undang” (bij de wet),
bukan dengan jalan menyisipkan “dalam undang-undang” (in de wet).

Dengan demikian dalam pengaturan kompetensi yang termuat dalam UUAP
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pengaturan kompetensi absolut PTUN
yang diatur dalam UUAP bertentangan dengan tata urutan norma hukum, menurut
Stufentheorie dari Hans Kelsen bahwa pembentukan norma hukum yang lebih rendah,

ditentukan norma hukum lainnya yang lebih tinggi.




Disertasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan - Yodi Martono Wahyunadi

B. Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Adaya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU Peratun, memperluas
kompetensi PTUN. Perubahan yang paling mendasar menyangkut keputusan tata usaha
negara. Selain adanya obyek sengketa baru berupa tindakan faktual, kompetensi PTUN
menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UUAP) dan memeriksa
permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UUAP), serta Kompetensi PTUN
terhadap keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UUAP.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara antara yang termuat dalam Pasal 1
angka 9 UU Peratun dengan Pasal 1 angka 7 UUAP berbeda. Keputusan Tata Usaha
Negara ada 6 (enam) unsur sedangkan Keputusan Administrasi 3 (tiga) unsur.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi luasnya kompetensi PTUN. Sejalan
dengan pendapat J.J.H. Brugink semakin banyak unsur dalam suatu obyek sengketa
maka semakin kecil ruang lingkup kompetensi pengadilan. Sebaliknya semakin sedikit
unsur dalam obyek sengketa semakin luas kompetensi pengadilan.

Penulis berpendapat walaupun dalam UUAP disebutkan Keputusan Administrasi
pemerintahan disebut juga keputusan tata usaha negara akan tetapi konsepnya berbeda.
Hakim-hakim dalam menangani sengketa Administrasi setelah lahirnya UUAP tanggal
17 Oktober 2014, harus secara cermat mempertimbangkan Keputusan tata usaha negara
mendasarkan pada UUAP.

Dengan tidak adanya unsur bersifat individual dalam keputusan adminsitrasi
menyebabkan keputusan yang bersifat umum menjadi kompetensi PTUN. Hanya saja
sifat keputusan bersifat regeling bukan kompetensi PTUN termasuk juga peraturan
kebijakan.

PTUN dalam menangani obyek berupa tindakan administrasi pemerintahan
(Pasal 1 angka 8 UUAP) yang semula diuji oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum melalui Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP) menggunakan Pasal
1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 85 UUAP, disebutkan bahwa Pengajuan gugatan
sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum
tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan
diselesaikan oleh PTUN. Dari laporan bulanan setiap PTUN se-Indonesia tidak ada

perkara pelimpahan dari Pengadilan Negeri.
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Dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl (PERMA) No. 4 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, mengatur pihak
dalam permohonan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak unsur
penyalahgunaan Wewenang®2.

Kompetensi PTUN menguji keabsahan tindakan pemerintahan dari segi hukum
(legalitas). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam UUAP merupakan kesalahan
pejabat pribadi (maladministrasi). Untuk itu, tidaklah tepat pertanggungjawaban pribadi
menjadi kompetensi PTUN. Selain itu rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal
17 ayat (2) UUAP;

a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Apa vyang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang? Konsep
penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum Administrasi selalu diparalelkan
dengan konsep detournement de pouvoir.

Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR BESTUUR dirumuskan
sebagai : het oneigelijk gebruik maken van naar bevoegheid door de
overhead. Heirvan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid
kennelijk tot een ander doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die
bevoegheid is gegeven. De overhead schendt Aldus het
specialiteitsbeginsel (p.63). (penggunaan wewenang tidak sebagaimana
semestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada
wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialitas).'*

Dengan demikian, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum
Administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat

Administrasi Negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya

wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan

13 pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

14 Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 21-22
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maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak
sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Tolok ukur atau parameter
“tujuan dan maksud” pemberian wewenang terjadinya penyalahgunaan wewenag
dikenal dengan asas spesialisasi (specialiteitsbeginsel). Asas ini dikembangkan oleh
Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul De Vrijhed Van De Overheid. Secara
substansial specialiteitsbeginsel mengandung makna bahwa setiap kewenangan
memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum Administrasi sudah lama dikenal
asas zuiverheid van oogmerk (ketajaman arah dan tujuan). Menyimpang dari asas ini
akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).*®

Jean Rivero dan Wiline!® mengatakan bahwa pengertian penyalahgunaan

wewenang diartikan dalam 3 (tiga) wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan
kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalagunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut
adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari
tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau
peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang
seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah
menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Apa yang disebutkan Jean Rivero dan Waline pada nomor 3 dapat disebut sebagai “khas
Perancis” yang bersumber dari yurisprudensi Conseil d’Etat.!’

Menurut penulis konsep penyalahgunaan wewenang dalam UUAP menyalahi

teori hukum Administrasi. Penyalahgunaan wewenang harusnya menggunakan

wewenang tidak sesuai dengan maksud diberikannya wewenang, dikenal dengan asas

15 Latif, Abdul, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2014), hal. 20-21

16 Indriyanto Seno Adji, Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara (makalah), dalam
Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2014), hal. 177

17 Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah,
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 16 dalam Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah,
(Yogyakarta: FH UlI Press, 2014), hal. 177-178
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detournement de pouvoir. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 telah
tepat merumuskan penyalahgunaan wewenang.

Konsep keputusan fiktif positif dalam UUAP sangat berlainan dengan keputusan
fiktif negatif yang diatur dalam Undang-Undang Peratun. Bertolak belakang konsep
fiktif negatif, artinya diamnya sikap pejabat dianggap menolak, sedangkan fiktif positif
dianggap dikabulkan.

Dalam keputusan fiktif positif pun, pemohon tidak secara otomatis memperoleh
hasil permohonannya, akan tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan
kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. PTUN wajib
memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
diajukan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk
melaksanakan putusan PTUN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan
ditetapkan.

Kondisi saat ini, PTUN berkedudukan di ibu kota propinsi menyebabkan masih
ada kesulian pencari keadilan memperoleh akses keadilan. Kondisi beberapa daerah
yang secara geografis masih sulit atau mahalnya transportasi menurut penulis tidak
efektif adanya ketentuan fiktif positif melalui PTUN tersebut.

Terbitnya keputusan fiktif positif tidak perlu melalui permohonan lagi ke PTUN.
Pemerintah menyelesaikan sendiri, secara internal. Perintah datang dari atasannya untuk
melaksanakan keputusan fiktif positif tersebut. Kompetensi PTUN terjadi manakala ada
pihak lain yang dirugikan dengan adanya keputusan fiktif positif. Hal ini menurut
penulis agar mendorong sikap aparat pemerintahan untuk melayani secara baik kepada
masyarakat. Pejabat pemerintahan harus merespon semua permohonan dari masyarakat.
Bukan berarti semua permohonan harus dikabulkan. Permohonan yang tidak memenuhi
syarat harus diberitahukan kekurangan atau mungkin saja badan atau pejabat yang
dimohonkan pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan
atau melakukan tindakan administrasi.

UUAP pun mengatur kewenangan PTUN mengadili terhadap upaya
administratif ~ sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (3) UUAP, dalam hal Warga
Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian terdapat dua norma
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hukum yang mengatur upaya administratif. Kaitannya dengan selesainya upaya
aministratif warga masyarakat masih hendak mengajukan ke pengadilan, terdapat dua
pengadilan yaitu PT.TUN sesuai Pasal 48 UU Peratun dan ke PTUN sesuai Pasal 76
ayat (3) UUAP.

Menurut penulis, setelah upaya administrasi selesai dilaksanakan, warga
masyarakat yang masih belum menerima keputusan upaya administratif mengajukan
gugatannya tetap ke PT.TUN dengan alasan : UUAP bukan merupakan hukum acara.
Upaya administratif masih berlaku Pasal 48 UU Peratun karena belum dicabut.

Kerancuan timbul UUAP memberi kewenangan kepada PTUN untuk
mengadilinya. Pasal 48 UU Peratun masih berlaku yang mengatur hukum acara. Untuk
itulah, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pasca UUAP.

C. Pengaturan AUPB dalam UUAP

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUAP memuat rincian AUPB. Pada saat juga dimuat
dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
muatannya berbeda. Dengan demikian terdapat adanya antinomi.

Pengujian terhadap keputusan Administrasi berdasarkan UUAP pada prinsipnya
sama dengan Keputusan dalam Undang-Undang Peratun. Hakim menguji berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Perbedaan dalam pemuatan AUPB:

UU PERATUN UU AP
Kepastian hukum kepastian hukum
Keterbukaan Kemanfaatan
Profesionalitas Ketidakberpihakan
Akuntabilitas Kecermatan
Tertib penyelenggaraan negara tidak menyalahgunakan kewenangan
kepentingan umum Keterbukaan
kepentingan umum
pelayanan yang baik

Asas yang sama terdiri dari Asas kepastian hukum, Kketerbukaan, dan
kepentingan umum. Adanya perbedaan dari dimuat AUPB di UU Peratun dan UUAP
dalam praktek di PTUN tidak menjadi masalah. Oleh karena, selain AUPB yang dimuat
dalam kedua undang-undang tersebut, hakim dapat menguji keputusan atau tindakan

berdasarkan AUPB di luar yang dimuat dalam UU.
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Memang, menurut Wiarda; AUPB merupakan tendesi-tendesi etik dan bukan
merupakan norma-norma hukum, namun mempunyai arti yang penting dalam praktik
pemerintahan. AUPB dapat berfungsi sebagai pedoman yang penting bagi pemerintah
dan para pejabat Administrasi dalam menetapkan suatu kebijakan.8

Hakikat AUPB tidak tertulis. Rincian AUPB yang dimuat dalam Pasal 10 UUAP
menyebabkan bukan asas lagi melainkan sudah menjadi norma dalam undang-undang.

AUPB harus asas hukum. Asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum bukan
asas hukum. Asas kemanfaatan mengandung arti efektifitas dan efisien. Efektifitas
mengandung kemanfaatan sedangkan efisien mengandung nilai ekonomis.

Pengaturan AUPB tidak dalam bentuk rincian. Penormaan AUPB dapat
dijadikan contoh Pasal 53 ayat (2) huruf b dan ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya wewenang tersebut “; Huruf c.; “Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”

Pasal 53 ayat (2) huruf b dan ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, tidak mencantumkan salah satu asas dari AUPB. Uraian
Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan rumusan asas larangan berbuat penyalahgunaan
wewenang (detournament de pouvoir). Rumusan Pasal 53 ayat (2) huruf ¢ merupakan
rumusan asas berbuat sewenang-wenang (abus de droit).

Dengan demikian ketentuan AUPB dalam Undang-Undang :

a. Harus merupakan asas hukum
b. tidak perlu dirinci AUPB.
c. Penormaan AUPB dapat dilakukan dengan merumuskan norma hukum sesuai

dengan yang dimaksud dalam asas hukum tersebut.

18 Sibuea, Hotma P., Asas Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 152
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I11. KESIMPULAN
Berdasarkan  diskripsi dan analisa yang tersaji, maka dapat diberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 87 tidak
tepat karena telah memuat perubahan secara terselubung ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Perubahan secara terselubung suatu aturan di dalam Peraturan Perundang-
undangan tidak dibenarkan ditempatkan di dalam Ketentuan Peralihan. Secara
Normatif perubahan hendaknya dilakukan dengan jalan :

a. Membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan

Peundang-undangan; atau

b. Dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.
Pemaknaan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan butit a
sampai dengan butir f berlebihan, tidak jelas makna dan tujuannya, serta tanpa
landasan teori.

2. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan memberi peluang untuk memperluas kompetensi
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

a. Dikuranginya unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1
angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi ;
1) Ketetapan tertulis;
2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3) Dalam penyelenggaraan pemerintahan
Menambah luasnya daya jangkau keberlakuan jika dibandingkan dengan
unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud di dalam

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang memuat unsur-unsur :

1) Penetapan tertulis;

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat

konkret, indivudual dan final;

5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Perluasan kompetensi lembaga peradilan dilakukan dengan undang-undang
(bij de wet) bukan dengan jalan menyisipkan dalam undang-undang (in de wet)
yang lain.

b. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan pemaknaan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada unsur:

a. Penetapan tertulis mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya.

c. Bersifat final dalam arti luas;

d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

c. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan yang memberi wewenang kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang
dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.

d. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan memberi wewenang Pengadilan Tata Usaha

Negara menguji permohonan adanya keputusan fiktif positif.
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e. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan memberi wewenang Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk mengadili keputusan hasil upaya administratif.

Dinormakan dan diperincinya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB) di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan telah membuat rigid AUPB itu sendiri tidak

sesuai dengan hakekat AUPB yang merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat

elastis mengikuti perkembangan praktek pemerintahan dan peradilan tata usaha
negara. Ketika asas sudah dinormakan maka ia menjadi undang-undang tidak
dapat lagi disebut sebagai asas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran-saran yang dapat diberikan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR
RI) dan Presiden Rl untuk merevisi atau merubah terhadap Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merevisi Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk
diseuaikan dengan konsep-konsep dasar Hukum Administrasi.

Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) dan Presiden RI,
pemberian suatu kewenangan baru dan/atau mengatur hukum acara lembaga
peradilan harus dilakukan dengan undang-undang (bij de wet) bukan dengan
jalan menyisipkan dalam undang-undang (in de wet) yang lain sehingga
mendapat legitimasi secara konstitusional.

AUPB yang sudah dinormakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat lagi
disebut sebagai AUPB karena sudah menjadi norma undang-undang, kepada
Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara disarankan hendaknya menggunakan

AUPB yang sudah dikenal dalam yurisprudensi dan doktrin.
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